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WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTAILLO

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA GORONTALO, ‘
|

bahwa dalam rangka menjamin Kketerkaitan dan
konsistensi antara  perencanaan, penganggaran,
pelaksanaaan dan pengawasan, perlu disusun
Rencana Pembangunan Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2025-2026;

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalami
Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir
pada tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana{
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kota Gorontalo Tehun 2025-2026.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambaha

Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teritang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara perencanaan, Pengeridalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201@
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020

|
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Gorontalo (Lembaran Daerah  Kota  Gorontalo
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Gorontalo Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Gorontalo Nomor 1Z2);

Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Gorontalo Nomor 102);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo
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Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kora Gorontalép
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerafh
Kota Gorontalo Nomor 223).

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunajil
Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapken : PERATURAN WALI KOTA  GORONTALO TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTAL(])
TAHUN 2025-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Gorontalo
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalahh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota

Gororitalo.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas,
Inspektorat, Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di

lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. \

Renceana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya diSCbL%t
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen Perencanaan

Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
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8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disirigkat dengaJ
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutny?
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk

periode 20 (dua puluh) tahun.

|
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya

disinglkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional

untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yvang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai arah dan
pedoman dalam penyusunan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dan
RENJA Perangkat Daerah. |

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan
penyelengaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien
dalam melaksanakan Pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan pembangunan dan program Pembangunan yang
akan dilaksanakan oleh perangkat daerah disertai dengan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.
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Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalat: :

(1)

(1)

AR

AP

Sistematika RPD dan;

Pengendalian dan Evaluasi.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5

Sistematika Rencana Pembangunant Daerah Kota
Tahun 2025-2026 meliputi :

BAB ] : PENDAHULUAN

BABIl : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAZRAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BABY : TUJUAN DAN SASARAN

GorontalL

BAB VI : STRATEGIS, ARAH KEBIJUAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMABNGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX : PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan  Penelitian dan  Pengembangan

bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPD Kota Gorontalo Tahun 2025-2026.

terhadap
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(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggunjawab atas pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periodé
selanjutnya ditetapkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Perubahan RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kota Gorontalo Tahun 2025-2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Januari 2024
(WYALI KOTA GORONTALO,

] TEN A. TAHA

S

Diundangkan di Gorontalo
uari 2024
i KOTA GORONTALO,

pada tanggal 29
SEKRETARIS DAF

ISMAIL MADJID

| BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR.2



